BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA
Jalan D Cipto Kolurahan Sekoteng (84311)
Email bawaslusumbawal019@gmad com

. "a BAWASLU

Nomor s o85l/ PM.00.02/K.NB-07/10/2024 Sumbawa, 9 Oktober 2024
Sifat . Penting
Perihal . Ilmbauan

Kepada Yth :
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2024
Di-

Tempat

Dengan hormat,

I. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;

2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan  Wakil
Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomnor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan
Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati,
Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan
Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta
Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota
dan Wakil Walikota Tahun 2024;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman
Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati
Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota

ll. Tugas dan Wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota:
Sebagaimana pasal 30 Undang Undang 6 Tahun 2020 tentang Tugas dan
Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota pada huruf (a), (b), (c) , ( e) dan (i) , bahwa
tugas Bawaslu Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilihan bertugas mengawasi
pelaksanaan tahapan pemilihan, menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap
pelaksanaan peraturan mengenai Pemilihan; menyelesaikan temuan dan laporan
pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak
pidana; dan meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya
kepada instansi yang berwenang; serta melaksanakan tugas dan wewenang lain yang
diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
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JIll. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 pada :

> Pasal 69 huruf (j), bahwa Dalam Kampanye dilarang : melakukan pawai yang
dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya.

» Pasal 72 Ayat 2, bahwa Pelanggaran afas ketentuan larangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 69 huruf (j), dikenai sanksi:

a. peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan; dan/atau

b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di
seluruh daerah Pemilihan setempat jika terjadi gangguan terhadap keamanan
yang berpotensi menyebar ke daerah lain.

» Pasal 187 Ayat (3), bahwa setiap orang yang dengan sengaja melanggar
ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/Walikota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf j dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda
paling sedikit Rp100.000, 00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

IV. Berdasarkan point-point diatas, dengan ini Bawaslu Kabupaten Sumbawa
mengimbau kepada Seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa
Tahun 2024 untuk tidak melakukan kegiatan dan tindakan yang bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan pada Tahapan Kampanye dan seluruh
Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk diperhatikan sebagaimana mestinya, atas
perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB di Mataram
2. Pertinggal
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